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Abstract 
This study focuses on changes in regional autonomy paradigm post country hegemony in the Denpasar city, 
1998-2018. The approach of this research is descriptive qualitative by using observation, interview, and 
documentation to collect data. The results show that concerning to autonomy that appears during this time can 
be prevented by changing in regional autonomy paradigm begin from “geo-politics” to the transition of power 
towards philosophy “trans-politic”. Regional autonomy is seen as heteronomous namely a joint problem where 
the region does not only think about its own interests and future (the principle of autonomy), but also the 
destiny of neighboring regions, or vice versa (the principle of tolerance). Heteronomy with a spirit of 
governance gives high respect to heterogeneity, cultural dialogue, trans-cultural, multiculturalism, inclusivism, 
mutual exchange, tolerance and critical openness. As a cultural strategy, heteronomy encouraged by 
governance is in line with the principle of multiculturalism in its most ideal sense, which implies the will to 
bring all cultural expressions into a balanced structure where the practice of respecting differences is aimed at 
overcoming the problem of 'exclusivity' which can trigger ethnic conflict, racial or religious. From the study 
results obtained, it can be concluded that sublatern group awareness is not optimal, namely groups of people 
whose articulation power is marginalized both in terms of nationality, race, religiosity, class, ethnicity, and 
gender of their position as subjects who have the ability not only to determine, negotiate, and at the same time 
articulate, but also negotiate themselves facing the complexity of economic, political, social, cultural, and 
informational problems caused by the melting of geo-political and socio-cultural boundaries. 
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I. PENDAHULUAN 
Selama pemerintahan Orde Baru, hegemoni negara terlihat dari dominas pengaruh pusat dan 
kecenderungan para elite politik yang masih state centris, memihak ke atas (pemerintah) daripada ke 
‘bawah’ (masyarakat) sebagai implikasi dari sisa budaya feodal. Masyarakat masih ditempatkan 
dalam posisi kekuatan marjinal yang harus tunduk dan taat terhadap keputusan elite pusat. Akhir 
hegemoni negara yang sudah berlangsung selama 32 tahun, menjadi tonggak awal gerakan demokrasi 
di Indonesia saat Soeharto membacakan teks pidato keputusan untuk menyatakan berhenti sebagai 
pesiden pada pukul 9.00 WIB pagi tanggal 21 Mei 1998. Banyak orang yang menyaksikannya lewat 
layar televisi, semua orang terkejut dan tidak percaya dengan keputusan bersejarah itu. Kemudian, 
mayoritas rakyat Indonesia tampak bergembira atas lengser-nya sang presiden yang pernah 
menorehkan prestasi, tetapi pada akhirnya prestasi itu tersapu oleh ketamakan dan kekacauan 
ekonomi politik yang berujung pada krisis multidimensional (Philpott, 2003). Setelah runtuhnya 
pemerintahan Soeharto dan kekuasaan rejim Orde Baru tersebut, bangsa Indonesia mulai menapaki 
sebuah masa transisi menuju demokrasi dan pemerintahan yang baik dan demokratis (Hiariej, 2004). 
Transisi menuju demokrasi bukanlah istilah yang netral untuk menjelaskan transisi pemerintahan 
Indonesia pasca Orde Baru. Hal ini bukan saja karena demokrasi secara otomatis akan lahir sebagai 
pilihan transformatif atau dipahami sebagai proses alamiah yang linear pasca otoritarianisme, namun 
sesungguhnya sejak awal konsepsi demokrasi memang memungkinkan untuk dipahami dalam 
beragam pandangan.  
Selama kurun waktu itu, berbagai bentuk perubahan sosial telah terjadi di tengah dinamika 
kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Namun kondisi negara masih jauh dari kepulihan dan 
pencapaian kondisi ‘normal’ karena masih banyaknya bayang-bayang ketidakpastian. Hal itu 
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tercermin dari kesenjangan aturan hukum, instabilitas politik dan ancaman disintegrasi bangsa, krisis 
ekonomi dan moneter, beban utang luar negeri, predikat negara terkorup, krisis kepemimpinan, serta 
konflik yang terjadi antar komponen bangsa. Kondisi yang sangat memprihatinkan ini seakan 
memperkuat karakteristik berlangsungnya suatu fase yang lebih dikenal dengan infantilisme politik 
(Sumartana, 2002).  
Sebagai sebuah sistem sosial, ekonomi dan kebudayaan, kondisi krisis dan infantilisme politik 
itu turut memperjelas karakteristik pembangunan politik yang berlangsung selama masa Orde Baru. 
Dalam banyak hal, pembangunan politik Orde Baru tak ubahnya bagai “rumah kartu”, yang begitu 
cepat ambruk satu persatu terkena hantaman badai krisis. Proses transisi menuju pemerintahan yang 
baik dan demokratis pasca hegemoni negara Orde Baru telah menghasilkan dua proses politik yang 
berjalan secara simultan yakni desentralisasi dan demokratisasi. Hal ini terlihat jelas dari adanya 
perubahan orientasi dari state centric ke society centric, dari isu government ke isu governance , dari 
politik tradisional ke politik transformatif serta dari sistem otoritarian-sentralistik menjadi demokratis
-desentralisstik (Dwipayana, 2004). Dengan pergeseran format pengaturan politik ke aras lokal, lebih 
memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik relasi kekuasaan antara 
masing-masing daerah dengan Jakarta, serta membuat daerah kabupaten/kota diberikan keleluasaan 
untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa harus diintervensi oleh pemerintah pusat. 
Pergeseran pembentukan pengaturan politik yang lebih mengarah ke aras lokal telah 
menghasilkan desentralisasi kekuasaan melalui dua kali perubahan undang-undang, yaitu Undang-
Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diamandemen lagi menjadi 
Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dibandingkan dengan produk 
legislasi Orde Baru, yaitu Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di 
Daerah, kedua Undang-Undang yang dihasilkan pasca gerakan reformasi memberikan peluang yang 
jauh lebih luas bagi daerah untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik dan demokratis di 
daerah, khususnya dalam hal pengaturan bidang sosial politik, ekonomi dan kebudayaan yang 
sebelumnya diatur secara terpusat. Dengan semangat otonomi daerah itu pulalah muncul paradigma 
pemekaran wilayah yang dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan, memudahkan pelayanan 
publik kepada masyarakat, serta percepatan kesejahteraan masyarakat. Di masa era reformasi 
sekarang, ruang bagi daerah untuk mengusulkan pembentukan Daerah Otonomi Baru dibuka lebar 
oleh kebijakan pemekaran daerah berdasar UU No. 22 Tahun 1999 (Muqoyyidin, 2013). Namun, 
semangat berotonomi daerah yang sangat besar tersebut telah ikut memperkuat sentimen kedaerahan, 
kesukuan dan etnisitas. Hal ini terlihat dari semangat pembentukan propinsi-propinsi baru, seperti 
Banten, Bangka Belitung, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Timur. 
Begitu pula sempat terjadi silang pendapat dalam pembagian pendapatan yang bersumber dari pajak 
hotel dan restoran (PHR) antar seperti contoh Kabupaten Badung dan Kota Denpasar dengan 
kabupaten-kabupaten lainnya di Bali.  
Otonomi daerah paska era Orde Baru bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan dan demokrasi lokal justru dibajak oleh kepentingan kaum elite. Dengan kata lain, 
otonomi daerah lebih berpihak kepada elite daripada masyarakat (Jati, 2012). Dalam kondisi seperti 
itu, otonomi daerah masih tetap dipandang sebagai sebuah proses deteritorialisasi, yaitu transformasi 
batas-batas wilayah warisan masa lalu, yang di dalamnya dianggap terdapat berbagai bentuk 
ketidakadilan. Proses ini lalu diikuti dengan reteritorialisasi, berupa klaim-klaim atas (batas-batas 
baru) wilayah (dan sumber daya alamnya), yang dianggap lebih mencerminkan keadilan (Piliang, 
2003). Berbagai cara daerah dalam merespons pemberian kebebasan dalam berotonomi daerah, 
terlihat dari target peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) semaksimal mungkin, hingga menuntut 
hak-hak otonomi khusus kepada pemerintah pusat. 
Otonomi daerah idealnya diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan 
ekonomi rakyat, dalam realisasinya hanya dimanfaatkan untuk keuntungan finansial dan politik 
segelintir elite lokal dengan menjadi “raja-raja” baru di daerah dengan perilakunya yang cenderung 
korup. Begitu pun berbagai persoalan masih sering terjadi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), 
yang tidak jarang disertai tindakan anarkis, mencerminkan betapa tajamnya konflik kepentingan 
antara kelompok elite politik di Jakarta dengan aspirasi masyarakat “akar rumput” di daerah.  
II. METODE 
Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 
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diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan mewawancarai narasumber. Sedangkan data 
sekunder akan diperoleh secara tidak langsung dan dikumpulkan dari berbagai arsip, dokumen, 
literature, data statistik, maupun catatan-catatan lainnya yang relevan dengan penelitian. Selain itu, 
penentuan informan kunci (Key informant) yang menjadi narasumber sebagai sumber data dan 
informasi, diantaranya Sekretaris Kota, Aparatur Kesbangpol Kota Denpasar, dan Aparatur Dinas 
Sosial Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara untuk mewawancarai para 
informan terpilih. Semua jawaban direkam dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan tape 
recorder, kamera, dan catatan sistematis. Analisis data yang digunakan dalam mengolah data yang 
telah diperoleh yaitu dengan cara menyajikan kesamaan, perbedaan, keterkaitan, kategori, tema-tema 
pokok, konsep, ide dan analisis logika hasil awal, dan kelemahan atau gap dalam data. Selanjutnya, 
data dideskripsikan dengan membangun kategori yang menempatkan perilaku atas proses yang 
terjadi dengan mengorganisir data seputar topik, atau pertanyaan pokok.  
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Selama pemerintahan Orde Baru, hegemoni negara terlihat dari dominasi dan kuatnya 
pengaruh pusat serta perilaku elite politik yang masih state centris, memihak ke ‘atas’ daripada ke 
‘bawah’ (masyarakat) sebagai implikasi dari sisa budaya feodal. Masyarakat (local ditempatkan 
dalam posisi kekuatan marjinal yang harus tunduk dan taat terhadap keputusan elite pusat.  
Transisi demokrasi yang diawali oleh gerakan reformasi 1998 telah menghasilkan dua proses 
politik: desentralisasi dan demokratisasi. Implikasinya, terjadi perubahan orientasi dari state centric 
ke society centric, dari isu government ke isu governance, dari politik tradisional ke politik 
transformatif serta dari sistem otoritarian-sentralistik menjadi demokratis-desentralistik  
Dengan pergeseran format pengaturan politik ke aras lokal, akan mendorong terjadinya 
perubahan mendasar dalam pola relasi kekuasaan pusat-daerah serta membuat daerah kabupaten/kota 
diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa harus diintervensi oleh 
pemerintah pusat. Persoalan otonomi yang muncul selama ini dapat dihindari dengan mengubah cara 
pandang dalam berotonomi daerah mulai dari sekedar soal “geo-politics” dan peralihan kekuasaan ke 
arah filsafat “trans-politic”. Otonomi daerah dipandang sebagai heteronomi yakni persoalan bersama 
dimana daerah tidak hanya memikirkan kepentingan dan masa depannya sendiri (prinsip otonomi), 
tetapi juga nasib daerah tetangganya, atau sebaliknya (prinsip toleransi). Heteronomi dengan 
semangat governance memberikan penghargaan tinggi terhadap heterogenitas, dialog kultural, trans-
kultural, multikulturalisme, inklusivisme, pertukaran mutual, toleransi dan keterbukaan yang kritis.  
Sebagai sebuah strategi budaya, heteronomi dengan disemangati governace sejalan dengan 
prinsip multikulturalisme dalam pengertiannya yang paling ideal, yakni menyiratkan kehendak untuk 
membawa semua ekspresi kebudayaan ke dalam struktur yang seimbang dimana praktek 
penghormatan terhadap perbedaan ditujukan untuk mengatasi masalah ‘eksklusivitas’ yang dapat 
memicu konflik etnis, rasial maupun religius.  
IV. SIMPULAN 
Substansi yang diatur dalam produk kebijakan publik (Undang-Undang Peraturan Pemerintah) 
tentang Pemerintahan Daerah belum ada pendistribusian kewenangan terutama menyangkut 
persoalan ruang partisipasi dan demokrasi di tingkat lokal, sehingga bagaimana desentralisasi 
menjamin “suara” dan akses daerah di tingkat pusat, serta sejauhmana otonomi atau heteronomi 
daerah memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. 
 Dari hasil kajian studi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kesadaran kelompok 
sublatern belum optimal, yaitu kelompok-kelompok masyarakat yang daya artikulasinya 
termarjinalkan baik dari segi nasionalitas, ras, religiusitas, kelas, etnisitas, maupun gender akan 
posisinya sebagai subjek yang mempunyai kemampuan bukan hanya untuk menentukan, 
menegosiasikan, dan sekaligus mengartikulasikan, tetapi juga menegosiasikan dirinya menghadapi 
kompleksitas permasalahan ekonomi, politik, sosial, kultural, maupun informasional yang 
disebabkan oleh mencairnya batas-batas geo-politik dan sosio-kultural.  
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